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ABSTRAK 
Archita Diaz Anugrianti, B111 12 396, Efektivitas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
Terhadap Kekerasan Seksual Di Kota Makassar (Kajian Sosiologi 
Hukum). Dibimbing oleh A. Pangerang Moenta selaku pembimbing I 
dan A. Tenri Famauri selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap 
pencegahan tindak pidana kekeresan seksual terhadap anak, serta untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi penghambat 
dalam penegakan berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak. 
 
Penelitian ini dilakukan  di Kota Makassar, yaitu di Pengadilan 
Negeri Makassar, Polrestabes Makassar, Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (BPPA) Pemerintah Kota Makassar, Asosiasi 
Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Makassar, dan 3 (Tiga) 
Kecamatan di Kota Makassar, dengan teknik pengumpulan data yaitu 
penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field 
Research). 
 
Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Makassar 
belum efektif karena masih banyak kekerasan seksual yang terjadi pada 
anak,dan yang mempengaruhi penegakan berlakunya Undang-Undang 
No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak korban kekerasan 
seksual disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor hukum atau 
perundang-undangannya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor 
sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. 
 
 
Kata kunci: Kekerasan Seksual Anak, Sosiologi Hukum, Efektivitas. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perlindungan tentang anak tidak akan pernah berhenti 
sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi 
penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang 
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang 
berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, 
tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti 
melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia 
Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, 
materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 (UUD 1945).1 
Anak adalah potensi serta pelanjut keinginan bangsa yang 
sedasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. 
Selain itu agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab 
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, 
jasmani maupun sosial. Namun didalam masyarakat terdapat pula 
anak-anak yang mengalami rintangan kesejahteraan rohani, sosial 
ekonomi maupun jasmani, salah satunya dalam hal kekerasan. 
 
                                                          
1 Nashriana, 2012, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 
hlm. 1.  
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Akhir-akhir ini terdapat berbagai fenomena perilaku negatif 
yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak. Media massa 
baik cetak maupun elektronik banyak memuat  pemberitaan kasus-
kasus anak dibawah umur yang mengalami kekerasan seksual 
dengan modus operandi yang semakin tidak berprikemanusiaan. 
Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak 
saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti 
goncangan emosional dan  psikologis, yang dapat memengaruhi 
kehidupan masa depan anak. 
Kasus kekerasan seksual pada anak banyak terjadi di kota-
kota besar termasuk di Kota Makassar. Dalam beberapa kasus 
pelakunya berasal dari orang terdekat anak sendiri seperti, 
orangtua (ayah dan atau ibu korban),juga anggota keluarga, 
masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparat penegak hukum 
dan lain-lain).Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota  
Makassar terus saja berlanjut tiap tahunnyaberdasarkan data dari 
Kepolisian Resor Kota Besar Makassar merilis kasus pelecehan 
seksual yang pernah terjadi di Makassar selama empat tahun 
terakhir, tercatat di tahun 2010 sebanyak 33 kasus pelecehan 
seksual, di tahun 2011 sebanyak 62 kasus,di tahun 2012 sebanyak 
82 kasus, di tahun 2013 sebanyak 101 kasus dan hingga Mei 2014 
sebanyak 35 kasus, dan data dari Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (BPPA) Kota Makassar mencatat, ada 365 
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pengaduan kasus kekerasan  perempuan dan anak sepanjang 
2015. Dengan angka tersebut berarti tren kasus kekerasan 
perempuan dan anak meningkat hingga 30 % yang dirangkum 
melalui beberapa titik aduan yang tersebar di Kota Makassar. 
Di Indonesia aturan hukum mengenai perlindungan pertama 
kali di implementasikan setelah meratifikasi Convention On The 
Right of The Child melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 
1990 tentang Pengesahan Convention On The Right of The Child. 
Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002), yang secara 
substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak 
yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 
minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak 
yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi 
pengungsi  dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan 
anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, 
kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat 
anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam 
pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan 
amanat UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak 
sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan 
berkembang.  
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Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam 
perjalanannya UU No. 23 Tahun 2002 belum dapat berjalan secara 
efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan 
perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi 
lain, maraknnya kejahatan seksual, memerlukan peningkatan 
komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan 
penyelenggaraan perlindungan anak. 2  Hal ini menjadi dasar 
terbentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Untuk efektivitas 
pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan 
lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung 
pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak.3 
UU No. 35 Tahun 2014 mempertegas tentang perlunya 
pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan 
terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong 
adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan 
sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut 
perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak 
                                                          
2 Penjelasan UU No. 35 Tahun 2014, Hlm. 2. 
 
3Ibid. Hlm. 3. 
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pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan 
yang sama.4 
Meskipun pemerintah telah membentuk UU Perlindungan 
Anak sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah, yang secara 
khusus mengatur mengenai anak dan perlindungannya.Namun, 
pelaku kekerasan seksual seolah tidak pernah takut dan jera 
dengan sanksi Undang-Undang yang akan diterimanya, bahkan 
dengan hadirnya perangkat-perangkat hukum yang melindungi 
anak dari kekerasan seksual pun seolah tidak mampu 
membendung perilaku menyimpang mereka. Hal ini dibuktikan 
dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada 
anak beberapa tahun terakhir.  
Untuk itu, perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. 
Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan 
perundangan-undangan yang mengatur mengenai perlindungan 
hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan 
dan peraturan-peraturan tersebut.5 
Namun dengan banyaknya peraturan perundang-undangan 
yang telah mengatur mengenai anak dan perlindungannya, 
penegakan hukum peraturan perundang-undangan tersebut belum 
efektif. Hal ini di tandai dengan masih banyaknya kasus kekerasan 
seksual yang terjadi terhadap anak. Oleh karena itu, dengan masih 
                                                          
4Ibid. 
5 Nashriana, Op.cit.,hlm.3. 
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rentannya anak menjadi korban kekerasan seksual, maka penulis 
tertarik mengkaji penerapan hukum yang terkandung dalam 
peraturan UU Perlindungan Anak yang dituangkan dalam bentuk 
skripsi. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak terhadap pencegahan tindak 
pidana kekerasan seksual terhadap anak ? 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan 
berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak ? 
 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang No. 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap 
pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 
anak. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
dalam penegakan berlakunya Undang-Undang No. 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
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2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan 
informasi pada masyarakat luas sehingga kekerasan 
terhadap anak dapat teratasi. 
b. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak yang 
terkait agar kekerasan terhadap anak di Kota Makassar 
khususnya dan tindak kekerasan seksual terhadap anak 
dapat di minimalisir. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kajian Sosiologi Hukum 
 Kajian sosiologi hukum adalah kajian yang memfokuskan kajiannya 
pada realitas, tindakan, dan perilaku hukum, atau mengkaji hukum dalam 
wujudnya sebagai das sein (kenyataan). Yang dimaksud dengan 
kenyataan disini adalah bukan kenyataan dalam bentuk pasal undang-
undang, melainkan bagaimana hukum diaplikasikan dalam kehidupan 
masyarakat. 
 Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum, maka berikut 
ini akan dikemukakan berbagai pandangan dari pakar sosiologi maupun 
sosiologi hukum. Antara lain oleh Selo Soemardjan dan Soelaeman 
Soemardi, yang menyatakan, “Ilmu masyarakat atau sosiologi adalah ilmu 
yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk 
perubahan sosial.”6 
 Menurut Achmad Ali :7 
 Sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum 
dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang 
berarti  berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan 
pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. 
 
 
                                                          
6 Soerjono Soekanto, 2003, Sosiologi Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 20. 
7Ibid., hlm. 208. 
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 Menurut Soerjono Soekanto :8 
Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 
secara analistis dan empiris menganalisis atau mempelajari 
hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial 
lainnya. 
 Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri 
merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaitu pergaulan hidup, 
dengan kata lain, sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya 
gejala hukum dari masyarakat tersebut.  
 Kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai 
berikut:9 
1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-
kemampuan bagi pemahaman terhdap hukum di dalam konteks 
sosial. 
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat 
memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan 
analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik 
sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah 
masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar 
mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. 
                                                          
8 Zainuddin Ali, 2012, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1 
 
9 Soerjono Soekanto, 2003, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 
26. 
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3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta 
kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas 
hukum di dalam masyarakat. 
Tingkah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif di 
dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai  kehidupan yang tertib, 
aman, dan damai. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan normatif tersebut 
diperlukan sosialisasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama 
sehingga norma yang ada disepakati dan cukup efektif mengendalikan 
kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan kamapanan sosial.  
Gejala sosial yang muncul demi terselenggaranya suatu kaidah sosial 
merupakan kajian sosiologi hukum. Oleh karena itu, sosiologi hukum 
secara epistemologis mengkaji dua hal mendasar, yaitu :10 
1. Gejala sosial dan hubungan timbal balik dalam kehidupan 
masyarakat yang melahirkan norma atau kaidah sosial untuk 
memagari perilaku manusia di luar batas, sehingga ketentuan-
ketentuan dalam kaidah sosial itu disepakati secara turun-
temurun. Dalam konteks tersebutlah, hukum adat atau hukum 
yang hidup sebagai budaya lokal masyarakat menjadi 
barometer moralitas sosial. 
2. Hukum yang berlaku sebagai produk pemerintah, 
penyelenggara negara atau lembaga yudikatif, dan lembaga 
yang memiliki wewenang untuk itu, yang kemudian menjadi 
                                                          
10 Beni Ahmad Saebeni, ----, Sosiologi Hukum, Pustaka Setia Bandung, Bandung, Hlm. 13. 
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hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan 
masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan 
beragama, serta hukum yang mengendalikan dan bersifat 
mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur 
hubungan antarindividu dalam keperdataan, yang dengan 
adanya hukum itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat 
diperhitungkan, baik dari angka kriminalitas atau berkurangnya 
suatu tindakan pelanggaran hukum, atau dari kualitas modus. 
 Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut 
Satjipto Rahardjo, yaitu:11 
1. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena 
hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap 
praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa 
dan bagaimana praktik-praktik hukum terjadi, sebab-sebabnya, 
faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya. 
2. Sosiologi hukum senantiasa ,menguji kesahihan (emperical 
validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. 
Bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan 
bunyi atau teks dari peraturan itu. 
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari 
hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. 
                                                          
11 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 326-327 
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Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, 
perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada 
memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang 
dipelajarinya.  
Dari uraian di atas maka lahirlah konsep law as a tool of social 
engineering yang berarti bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah 
secara sadar masyarakat atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Oleh 
karena itu, dalam upaya menggunakan hukum sebagai alat rekayasa 
sosial diupayakan pengoptimalan efektivitas, hukumpun menjadi salah 
satu topik bahasan sosiologi hukum.12 
Sosiologi hukum senantiasa berusaha untuk memverifikasikan 
pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk-bentuk formal 
tertentu, ke dalam tingkah laku orang-orang yang menjalankannya. 
Tingkah laku-tingkah laku yang nyata inilah yang ingin diketahui oleh 
hukum dan bukannya rumusan normatif formal dari hukum yang 
diambilkan dari dunia penyelenggaraan hukum, sekedar sebagai 
peregaan tentang bagaimana orang memandang hukum dan 
menganggapnya dari sudut ilmu tersebut. 
 
 
 
 
                                                          
12 Achnad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Penerbit Yarsif Watampone, 
Jakarta, Hlm 98 
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B. Efektivitas Hukum 
Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan kata lain suatu tujuan 
atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana. 
Di dalam kenyataan terdapat konsep pengaruh efektivitas, yang 
tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Apabila 
seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal 
mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur dari apakah 
pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu 
sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak.13  
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 
efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :14 
1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang); 
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum; 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum; 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan; 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
                                                          
13 Soerjono Soekanto, 1985, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karya CV, Bandung, 
Hlm. 7 
14 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Melalui 
http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html?m=1, diakses pada tanggal 24 
April 2016, pkl. 10.25 WITA 
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Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur 
daripada efektivitas penegakan hukum, yang menentukan dapat 
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalalh 
tergantung dari aturan hukum itu sendiri.  
Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang 
harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara 
sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Ketika ingin mengetahui sejauh 
mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat 
mengukur, ‘sejauh mana aturan hukum itu di taati atau tidak ditaati’. Tentu 
saja jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 
menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum 
yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat 
mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Sebagai mana yang 
telah diuraikan sebelumnya, seseorang menaati atau tidak suatu aturan 
hukum, tergantung pada kepentingannya. 
Efektivitas suatu perundang-undangan berarti bahwa tujuannya 
tercapai. Hal ini sangat tergantung pada berbagai faktor antara lain, 
pengetahuan tentang isi perundang-undangan, cara mendapatkan 
pengetahuan tersebut, dan pelembagaan perundang-undangan itu pada 
bagian-bagian masyarakat sesuai dengan ruang lingkup perundang-
undangan itu. 
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Jika yang kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka 
kita dapat mengatakan bahwa efektifnya suatu perundang-undangan, 
banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :15 
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi terkait dengan ruanglingkup perundang-undangan di 
dalam masyarakatnya. 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang 
tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan 
instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai 
sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas 
buruk dan tidak sesuai dengaan kebutuhan masyarakatnya. 
Oleh karena itu, menurut pendapat Achamd Ali, pada umumnya, 
faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, 
adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi 
dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan 
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan 
tersebut. 
Yang jelas bahwa seseorang mentaati ketentuan perundang-
undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya  (interest) 
oleh perundang-undangan tersebut. 
                                                          
15 Achmad Ali,2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) 
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal, Jakarta, 
Kencana Prenamedia Group. Hlm 378. 
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Kefektivan perundang-undangan dapat dilihat dari ketaatan 
masyarakat, walaupun sebagian besar masyarakat menaati hukum atau 
perundang-undangan, namun kualitas efektivitas hukum dan perundang-
undangan dilihat dari alasan mengapa seseorang menaati hukum :16 
1. Pandangan ekstrim pertama, adalah pandangan bahwa 
merupakan ‘kewajiban moral’ bagi setiap warga negara untuk 
melakukan yang terbaik untuk senantiasa menaati hukum, 
kecuali dalam hukum memang menjadi tidak menjamin 
kepastian atau inkonsisten, kadang-kadang keadaan ini muncul 
dalam pemerintahan rezim yang lalim. 
2. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah 
bahwa kewajiban utama bagi setiap orang (‘prima facia’) adalah 
kewajiban untuk menaati hukum. 
3. Pandangan ketiga dianggap pandangan ekstrim kedua yang 
berlawanan dengan pandangan ekstrim pertama, adalah bahwa 
kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk menaati hukum, 
jika hukum itu benar; dan kita tidak terikat untuk menaati hukum.  
Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga 
masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga 
masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap 
h\ukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang 
                                                          
16ibid. Hlm. 372.   
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demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau 
efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam 
masyarakat. Pernyataan yang lain adalah kesadaran masyarakat terhadap 
hukum mempunyai beberapa masalah di antaranya : apakah ketentuan 
hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat, 
masalahnya adalah apakah kesadaran masyarakat tentang hukum 
sesederhana itu, kiranya tidak demikian. Sebab, fungsi hukum amat 
tergantung pada efektivitas menanamkan hukum tadi, reaksi masyarakat 
dan jangka waktu untuk menamkan hukum yang dimaksud.  
 Dengan demikian, masalah kesadaran hukum warga masyarakat 
sebenar-benarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan 
hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dihargai. Apabila warga 
masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka 
taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, 
dan seterusnya. Hal itulah yang disebut legal consisciouness atau 
knowledge and opinion about law.17 
 
C. Definisi 
1. Anak 
Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan 
yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga 
merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari 
                                                          
17 Zainuddin Ali, Op.cit, Hlm. 66 
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orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun 
mereka telah dewasa. Sedangkan menurut psikologi, anak adalah periode 
perkembangan yang merenteng dari masa bayi hingga usia lima atau 
enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, 
kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.18 
Dalam UU Perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. 
Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang 
belum dewasa tercermin dari tingkah pola perilaku anak yang identik 
kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani, yakni postur 
tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, 
emosional, moral, dan sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang 
dewasa.  
Pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian 
anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal : Pasal 45 
dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun yaitu : 
Pasal 45 mengatur : 
jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan 
yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, 
                                                          
18http://id.wikipedia.org/wiki/anak, diakses pada tanggal 18 Februari 2016, pkl. 14.15 WITA 
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hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu 
dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau 
pemeliharaannya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; 
yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah 
satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 
497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan 
itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan 
terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah suatu 
pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak 
yang bersalah itu. 
Pasal 72 mengatur: 
a. Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, 
dilakukan pada orang yang umunya belum cukup enam  
belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang 
yang dibawah penilikan (curetele) orang bukan dari sebab 
keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaaan itu, 
yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam 
perkara sipil. 
b. Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, 
maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali 
yang mengawasi atau curatoor (penilik) atau majelis yang 
menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang 
menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, 
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seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau 
kalau tidak ada batas pengaduan kaum keluarga dalam 
turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.19 
2. Korban 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud 
dengan korban adalah orang yang menjadi menderita atau mati dan 
sebagainya akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya. 
Menurut J.E.Sahetapy “ korban adalah penderitaan atau kerugian 
yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik ataupun psikis, dan 
reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas, seperti perwujudan 
fungsi hukum dalam mengakomodasi nilai hak asasi manusia, antara lain 
nilai keadiilan, nilai perlindungan, dan nilai demokrasi, karena perbuatan 
kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan”.20 
Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 
sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan 
diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan 
hak asasi yang menderita.  
Hak korban :21 
1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, 
sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat 
                                                          
19Nashriana,2011,Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.  
20 C. Maya IndahS,2014,Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi), 
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.  
21 Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Jakarta: CV Radar Jaya 
Offsset. Hlm 52 
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korban dalam terjadinya kejahatan,dilenkuensi dan 
penyimpangan tersebut; 
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban 
(tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya); 
3. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si 
korban meninggal dunia karena tindakan tersebut; 
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi; 
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya; 
6. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan 
dirinya; 
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat 
korban bila melapor dan menjadi saksi; 
8. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum; 
9. Berhak mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen). 
Anak sebagai korban kekerasan seksual adalah anak yang 
mengalami penyiksaan dimana orang yang lebih tua darinya 
menggunakan anak untuk melakukan aktivitas seksual.  Aktivitas seksual 
disini seperti, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin 
untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan 
seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak 
(kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), 
melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-
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seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak 
memproduksi pornografi anak.  
3. Kekerasan Seksual 
Yang dimaksud kekerasan terhadap anak dalam UU Perlindungan 
Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya 
kekerasan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau 
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 
Kekerasan seksual anak dalam hukum adalah tindakan kriminal 
yang orang dewasa lakukan terhadap anak dibawah umur dalam aktivitas 
seksual untuk tujuan kepuasan seksual dan dinyatakan sebagai 
pemerkosaan, didasarkan pada prinsip bahwa seorang anak tidak dapat 
memberikan persetujuan dan setiap persetujuan oleh anak tidak dianggap 
sah. Tindakan kriminal ini tidak pernah bisa di anggap normal atau 
perilaku yang dapat diterima secara sosial. 
Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (End Child 
Prostitution In Asia Tourism) Internasional  merupakan hubungan atau 
interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang 
lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara 
sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai 
sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini 
dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau 
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tekanan. Kegiatan-kegiatan ini tidak harus melibatkan kontak badan 
antara pelaku dengan anak tersebut. 
Dalam kekerasan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi: 
1. Perbuatan yang berhubungan dengan seksual; 
2. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan, 
walaupun bisa juga laki-laki yang menjadi korbannya; 
3. Wujud perbuatan berupa fisik dan non fisik; 
4. Tidak ada kesukarelaan.  
Tindakan kekerasan seksual, baik bersifat ringan (mislanya secara 
verbal) maupun yang berat (seperti pemerkosaan) merupakan tindakan 
menyerang dan merugikan individu yang berupa hak-hak privasi dan 
berkaitan dengan seksualitas. 
Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan 
tindak perkosaan ataupun pencabulan : 
1) Bentuk kekerasan seksual yang berupa sentuhan 
a. Pelaku memegang-megang, meraba atau mengelus organ 
vital anak seperti alat kelamin (vagina, penis), bagian 
pantat, dada/payudara. 
b. Pelaku memasukkan bagian tubuhnya atau benda lain ke 
mulut, anus, atau vagina anak. 
c. Pelaku memaksa anak untuk memegang bagian tubuhnya 
sendiri, bagian tubuh pelaku, atau bagian tubuh anak lain. 
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2) Kekerasan seksual yang tidak berupa sentuhan 
a. Pelaku mempertunjukkan bagian tubuhnya (termasuk alat 
kelamin) pada anak/remaja secara cabul, tidak pantas, atau 
tidak senonoh. 
b. Pelaku mengambil gambar (memfoto) atau merekam 
anak/remaja dalam aktivitas yang tidak senonoh, dalam 
adegan seksual yang jelas nyata, maupun adegan yang 
secara tersamar memancing pemikiran seksual. Contohnya, 
pelaku merekam anak yang sedang membuka bajunya. 
c. Kepada anak, pelaku memperdengarkan atau 
memperlihatkan visualisasi (gambar, foto, video, dan 
semacamnya) yang mengandung muatan seks dan 
pornografi. Misalnya, pelaku mengajak anak menonton film 
dewasa (film porno). 
d. Pelaku tidak menghargai privasi anak/remaja, misalnya 
tidak menyingkir dan justru menonton ketika ada seorang 
anak mandi atau berganti pakaian. 
e. Pelaku melakukan percakapan bermuatan seksual dengan 
anak/remaja, baik eksplisit (bahasa lugas) maupun implisit 
(tersamar). Percakapan ini bisa dilakukan melalui telepon, 
chatting, internet, surat maupun sms.22 
 
                                                          
22 http://infopsikologi.com/apa-itu-bentuk-pelecehan-kekerasan-seksual-pada-anak-remaja/, 
diakses pada tanggal 20 Februari 2016,pkl. 18.15 WITA 
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Kekerasan seksual menurut KUHP : 
1)  Pasal 285 
Produk hukum pertama yang dibahas adalah Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana(selanjutnya yang disingkat 
dengan KUHP). Dalam KUHP kejahatan yang menyangkut 
masalah seksualitas diatur secara khusus pada Bab XIV : 
kejahatan kesusilaan. Pasal dalam KUHP yang 
menyebutkan adanya unsur kekerasan atau ancaman 
kekerasan yang digunakan seseorang untuk memaksa 
perempuan melakukan persetubuhan adalah 285. 
Pasal 285: 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh 
dengan dia di luar pekawinan, diancam karena 
melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun. 
Hal yang penting untuk diberi catatan dari pasal di 
atas adalah tindak pidana kekerasan seksual, tidak secara 
khusus disebut dalam pasal tersebut. Akan tetapi langsung 
diatur tentang pemerkosaan yang dikaitkan dengan 
kekerasan dan ancaman kekerasan. Selanjutnya 
pemerkosaan dapat dikenakan apabila korban adalah 
perempuan di luar perkaawinan, sedangkan perempuan di 
dalam perkawinan atau istri, tidak termasuk. 
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2) Pasal 286 
Pasal 286  mengatur: 
Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di 
luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu 
dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
 
Dalam pasal ini diatur mengenai persetubuhan 
dengan perempuan yang terjdi di luar perkawinan, di mana 
perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak 
berdaya. Ada dua hal penting untuk dibahas dalam pasal ini. 
Pertama, mengenai konsep ‘ketidakberdayaan’ tersebut. 
Kedua, mengenai pidana yang lebih ringan dalam pasal ini. 
 
3) Pasal 287 
 
Pasal 287 mengatur: 
Ayat 1:barangsiapa bersetubuh dengan seorang 
wanita di luar dari perkawinan, padahal diketahuinya 
sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 
lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, 
bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
Ayat 2:penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, 
kecualijika umur wanita belum sampai dua belas 
tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 
dan pasal 294. 
 
4) Pasal 288 
Pasal 288 KUHP mensyaratkan adanya situasi 
khusus supaya perbuatan persetubuhan terhadap 
perempuan di bawah umur dapat dipidana. 
Pasal 288 
Ayat 1:barang siapa dalam perkawinan bersetubuh 
dengan seorang wanita yang diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya bahwa yang 
bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, 
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apabilaperbuatan mengakibatkan luka-luka diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
Ayat 2: jika perbuatan mengakibatnya luka-luka berat, 
dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. 
Ayat 3: jika mengakibatkan mati, dijatuhkanpidana 
penjara paling lama dua belas tahun. 
 
5) Pasal 289 
Pasal 289 dalam KUHP secara khusus mengatur 
tentang pidana bagi pelaku perbuatan cabul. Pada pasal ini, 
perbuatan cabul dijelaskan sebagai ‘perbuatan yang 
menyerang kehormatan kesusilaan’ tanpa dijelaskan batasan 
dari perbuatan cabul itu sendiri. 
Pasal 289: 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman 
ckekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 
karena melakukan perbuatan yang menyerang 
kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling 
lama sembilan tahun. 
 
6) Pasal 290 
Pasal 290 KUHP secara khusus mengatur menegenai 
pidana bagi pelaku perbuatan cabul dalam kondisi tertentu. 
Pertama, perbuatan cabul yang dilakukan terhadap korban  
yang berada dalam keadaan tidak sadarkan diri/pingsan(ayat 
1). Kedua, perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di 
bawah umur. Batasan di bwah umur dalam pasal ini adalah 
orang yang belum berusia 15 tahun (ayat 2). 
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Pasal 290 
1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan 
seorang, padahal diketahui bahwa orang itu 
pingsan atau tidak berdaya. 
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabuldengan 
seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya 
harus diiduganya, bahwa umurnya belum lima 
belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang 
bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. 
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 
bahwa umurnya tidak jelas yang bersangkutan 
belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan 
atau membiarkan diilakkan perbuatan cabul, atau 
bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. 
 
7) Pasal 291 
Ayat 1: jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 
289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, 
dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun. 
Ayat 2: jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 
286,287,289, dan 290 mengakibatkan kematian 
dijatuhkan pidana penjaara paling lama lima belas 
tahun. 
 
8) Pasal 292 
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul 
dengan orang lain sesama kelamin, yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum 
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun. 
 
9) Pasal 293 
Ayat 1: barangsiapa dengan memberi atau 
menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan 
perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau 
dengan penyesatan sengaja menggerakkan 
seseorang belum dewasa dan baik dalam tingkah 
lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum 
kedewaasaaannya, diketahuinya atau selayaknya 
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harus diduganya, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun. 
Ayat 2: Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan 
orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. 
Ayat 3: Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 
bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan 
bulan dan dua belas bulan. 
 
10) Pasal 294 
Ayat 1: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul 
dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak 
di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau 
dengan orang yang belum dewasa yang 
pemeliharaannya, pendidikannya, atau penjagaannya 
diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya 
atau bawahannya yang belum dewasa, diancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
Ayat 2: diancam dengan pidana yang sama : 
1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang yang karena jabatan adalah bawahannya, 
atau dengan orang yang penjagaannya 
dipercayakan atau diserahkan kepadanya. 
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau 
pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, 
tempat  pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, 
rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial yang 
melakukan perbuatan cabul dengan orang yang 
dimasukkan ke dalamnya.23 
3. Unsur penting dari pelecahan seksual adalah 
adanya ketidakinginan atau penolakan pada 
apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat 
seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti 
siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya 
atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah 
wajar, penerima perbuatan tersebut maka 
perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa 
dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi 
pelecahan seksual dapat dijerat dengan pasal 
pencabulan ( Pasal 285 s/d Pasal 294 KUHP). 
Untuk kasus terkait pencabulan atau pemerkosaan. 
                                                          
23Lidwina Inge Nurtjahyo, Op.cit, hal. 396-413 
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biasanya menggunakan salah satu alat bukti 
berupa visum et repertum.24 
Dalam UU Perlindungan Anak menyelipkan pasal mengenai 
kekerasan seksual pada anak, sebagai berikut: 
Pasal 69  
(1)Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual 
dilakukan melalui upaya : penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang melindungi anakkorban tindak 
kekerasan; danpemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. 
(2)Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atauturut serta melakukan kekerasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 
 
Pasal 81  
 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah). 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anakmelakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain. 
 
Pasal 82 
 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukanataumembiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas)tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah). 
 
                                                          
24 Diana Kusumasari,2011, jerat hukum dan pembuktian pelecehan seksual,melalui  
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3746/jerat-hukum-dan-pembuktian-pelecehan-
seksual, diakses pada tanggal  4 desember 2015, pkl. 13.07 WITA. 
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4. Perlindungan anak  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Perlindungan”  
adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. 
Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 
diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik 
yang bersifat preventif,maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis 
maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai 
suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat 
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 
kedamaian.25 
Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi 
rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 
Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam 
pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk 
tindakan pencegahan. Sedangkan represif artinya pemerintah harus lebih 
bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas 
pelanggaran yang telah terjadi.26 
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 
baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan 
                                                          
25 http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/,diaksespada tanggal 
20 Februari 2016,pkl. 17.30 WITA 
26http://ilmuhukum.net/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, diakses pada tanggal 24 
Februari 2016, pkl. 17.21 WITA 
32 
 
adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan 
anak diusahakan dalam bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 
Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam 
kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum 
merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita 
mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi 
kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan 
yang membawa akibat negatif yang tak diinginkan dalam pelaksanaan 
perlindungan anak.27 
Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa 
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala 
upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan 
anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan 
penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh 
kembang secara wajar, baik fisik,mental maupun sosialnya. Perlindungan 
anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak 
dan kewajibannya. 
                                                          
27 Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 33 
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Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung 
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha 
dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, 
pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak 
merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena 
adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam 
pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun 
sosial.28 
UU Perlindungan Anak dimaksudkan agar anak mendapatkan 
perlindungan dari : 
1. Pribadi; 
2. Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang; 
3. Dari perampasan kebebasan; 
4. Dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak 
manusiawi; 
5. Dari siksaan fisik dan non fisik; 
6. Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan; 
7. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak; 
8. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat 
terpencil; 
9. Dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum 
layak untuk dilihat anak; 
                                                          
28Ibid, Hlm. 35 
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10.  Khusus dalam situasi genting/darurat; 
11.  Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur; 
12.  Khusus jika mengalami konflik hukum; 
13.  Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial; 
14. Dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual. 
Pasal 17 ayat (2) UU Perlindungan Anak juga mengatur bahwa 
“setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, Pasal 
64 huruf i juga mengatur “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui 
media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Perlindungan khusus 
bagi anak yang menjadi korban perkosaan sangat berkaitan dengan 
perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa untuk 
menghindari labelisasi dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu 
penilaian dari terhadap anak, karena tidak jarang sebagian masyarakat 
mengganggap anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai 
orang yang kotor, labelisasi yang diterima anak tersebut akan terus 
mengikuti anak bahkan hinggaanak dewasa 
Perlindungan terhadap korban kejahatan sebenarnya sudah diatur 
dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kode Etik 
Jurnalistik juga memiliki peran untuk melindungi anak korban perkosaan 
dari pemberitaan media massa. Hal ini terdapat dalam Pasal 4  dan Pasal 
5 Kode Etik Jurnalistik.  
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Pasal 69A UU Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak 
korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 
(2) huruf j dilakukan melalui upaya: 
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai 
kesusilaan; 
b. Rehabilitasi sosial; 
c. Pendamping psikososial pada saat pengobatan sampai 
pemulihan, dan; 
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap 
tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, 
sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya 
perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-
anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping itu, 
karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam 
pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. 
Pasal 13 UU Perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1). Setiap 
anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun 
yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan 
perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi, b. Eksploitasi, baik ekonomi 
maupun seksual, c. Penelantaran, d. Kekejaman, kekerasan dan 
penganiayaan, e. Ketidakadilan dan, f. Anak melakukan segala bentuk 
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perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan 
pemberatan hukuman. 
Ketentuan tentang perlindungan terhadap anak telah banyak di atur 
dalam Undang-Undang: 
1. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), menyatakan bahwa setiap anak 
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi; 
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan 
Anak; 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak; 
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun  2014 tentang Gerakan 
Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Inpres GN-
AKSA), yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono pada tanggal 11 juni 2014.  
Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah: 
a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai 
bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan 
berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan 
anak. 
b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai 
dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku 
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menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, 
dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. 
c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus 
didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penarapan dasar 
yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu 
menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai 
bidang hukum yang berkaitan. 
Prinsi-prinsip Perlindungan Anak adalah: 
a. Anak tidak dapat berjuang sendiri; 
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak 
adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, 
bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. 
Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak 
yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat 
berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak 
anak. 
b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child); 
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, 
dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik 
anak harus dipandang sebagai of paramount importence 
(memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang 
menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk 
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melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. 
Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam 
banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, 
karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, 
maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih 
buruk dikemudian hari. 
c. Ancangan daur kehidupan (life-circle approach) 
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa 
perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. 
Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan 
gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. 
Jika ia telah lahir, maka diperlukan Air Susu Ibu (ASI) dan 
pelayanan kesehatan primer dengaan memberikan pelayanan 
imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai 
kemungkinan cacat penyakit. Masa-masa prasekolah dan 
sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan 
lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh 
kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain 
yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat 
anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi 
kedalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena 
secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara 
fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi 
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reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi 
dan perlindungan dari berbagai diskrimianasi dan perlakuan 
salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang 
berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak 
mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi 
penerus, tetap bermutu. Orangtua yang terdidik 
mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang 
sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku 
kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka. 
d. Lintas Sektoral 
Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang mikro, 
yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, 
perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan 
yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak 
relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan 
sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga 
atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah 
perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di 
semua tingkatan. 29 
 
 
                                                          
29 Maidin Gultom, 2013, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, PT. 
Rafika Aditama. Hlm. 71. 
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D. Tinjauan Umum Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak 
Dibentuknya UU Perlindungan Anak mempunyai suatu tujuan untuk 
jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan  harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 
berakhlak mulia dan sejahtera. 
Dalam tataran normatif kebijakan perlindungan terhadap anak 
sebagai korban tindak pidana telah tercantum dalam UU Perlindungan 
Anak yang tercermin dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) yang menentukan : 
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
Dalam UU Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa 
penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 
berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak 
meliputi (Pasal 2) : 
a. Non diskriminasi; 
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua 
tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh 
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pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, 
maka kepentingan yang terabik bagi anak harus menjadi 
pertimbangan utama; 
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 
adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang 
dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga 
dan orang tua; 
d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah 
penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam 
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan 
terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi 
kehidupannya.  
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3). 
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi (Pasal 4). 
Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak 
dirahasiakan dan berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan 
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lainnya termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional dan 
pendidikan. 
Dalam undang-undang ini juga ditentukan kewajiban negara dan 
pemerintah untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya sekolah, lapangan bermain, 
lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan dll. Negara dan 
pemerintah juga menjamin dan mengawasi penyelenggaraan 
perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan 
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang 
secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.  
Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi 
kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya (Pasal 69A) : 
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai 
kesusilaan; 
b. Rehabilitasi sosial; 
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 
pemulihan; dan 
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap 
tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, 
sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 
perlindungan anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi 
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Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  yang bersifat independen (Pasal 74).          
Komisi Perlidungan Anak Indonesia bertugas : 
a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan 
anak, mengumpulkan data dan infromasi, menerima 
pengaduan masyarakat melakukan penelaahan, 
pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan perlindungan anak; 
b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan 
kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. 
Adapun ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku 
kekerasan seksual terhadap anak yaitu :  
a. Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling 
singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300 Juta (tiga 
ratus juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 60 Juta (enam puluh 
juta rupiah). Ketentuan pidana berlaku pula bagi setiap 
orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat 
serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
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b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu 
muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun 
dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.  
300 juta (tiga ratus juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 60 juta 
(enam puluh juta rupiah). 
c. Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual 
anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200 juta (dua ratus 
juta rupiah). 
 
E. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak 
Berikut ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan tindak 
pidana kekerasan seksual anak. Pasal-pasal yang dimaksud dalam UU 
Perlindungan Anak adalah : 
Pasal 77 
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).30 
 
                                                          
30 UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 77 diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014. 
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Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni 
Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:31 
Pasal 77A 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak 
yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak 
dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).  
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan. 
 
Pasal 77B 
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 
Pasal 78 
Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam 
situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang 
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 
anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban 
penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut 
memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 
Pasal 79 
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah).  
 
Pasal 80 
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 
(tujuh puluh dua juta rupiah). 
                                                          
31 UU No. 35 Tahun 2014. 
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(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, 
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut Orang Tuanya.32  
 
Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:33 
 
Pasal 81  
(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula 
bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain.  
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga 
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
 
Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:34 
 
Pasal 82  
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga 
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
 
 
 
 
 
 
                                                          
32 UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 80 diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 
33 UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 81 diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 
34 UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 82 diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 
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Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 35 
 
Pasal 83 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  
 
Pasal 84 
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  
 
Pasal 85 
(1)Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan 
tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah). 
(2)Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan 
organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan 
kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak 
sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan 
kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  
 
Pasal 86 
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas 
kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak 
tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan 
agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 
 
 
 
 
                                                          
35 UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 83 diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 
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Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:36 
Pasal 86A  
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  
Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:37 
 
Pasal 87 
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  
 
Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:38 
 
Pasal 88 
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  
Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:39  
 
Pasal 89 
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  
 
Pasal 90 
(1)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 
78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, 
Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, 
maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. 
                                                          
36 UU No. 35 Tahun 2014 
37 UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 80 diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 
38 UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 80 diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 
39 UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 80 diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 
49 
 
(2)Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan 
ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana 
denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penulis melakukan penelitian di Kota Makassar, karena 
kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi di 
kota-kota besar dan Kota Makassar merupakan salah satu kota 
besar di Indonesia, dan tingkat kasus kekerasan seksual di Kota 
Makassar beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan 
berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota Besar 
(Kapolrestabes) Makassar dan BPPA Kota Makassar 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu: 
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk 
mencari landasan teori dari obyek kajian dengan cara : 
a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan baik 
langsung objek dan materi penulisan skripsi ini; 
b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan kekeresan seksual terhadap 
anak; 
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c. Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar dan 
tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan 
penulisan skripsi ini. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
Dalam penelitian ini, Penulis terjun langsung 
kelapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkaitdan mengetahui tentang permasalahan yang 
akan diteliti.  
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data penulis pergunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Data primer 
Merupakan data yang diperoleh secara langsung pada pihak-
pihak yang relevan dengan permasalahan yang dirumuskan 
dalam skripsi ini yaitu Kapolrestabes Makassar, Pengadilan 
Negeri Makassar, BPPA Pemerintah Kota Makassar, LBH APIK 
Makassar dan Masyarakat di 3 (tiga) Kecamatan di Kota 
Makassar. 
2. Data Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-
undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
permasalahan yang ada dalam skripsi ini.  
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D. Analisis Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian diolah dan 
dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif, 
selanjutnya disajikan secara deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah Selatan dan Utara dalam provinsi 
di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur 
Indonesia dan dari wilayah Utara ke wilayah Selatan Indonesia. Dengan 
kata lain, wilayah Kota Makassar berada di koordinat 119°, 18’, 27’, 97” 
Bujur Timur dan 5°, 8’, 6’, 19” lintang Selatan. 
Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan 
kemiringan 0°-5° ke arah barat, dengan ketinggian yang bervariasi antara 
0-25 meter dari permukaan laut dengan suhu udara antara 20℃ sampai 
dengan 32℃ , diapit dua muara sungai yakni Sungai Tallo yang bermuara 
di bagian Utara kota dan Sungai Jeneberang yang bermuara pada bagian 
Selatan kota. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang 
lebih 175,77𝐾𝑚2  daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar 
ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 𝐾𝑚2.40 
Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 
memiliki 143 kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT. Diantara 
kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai 
yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea 
dan Biringkanaya. 
                                                          
40http://makassarkota.go.id//110-geografiskotamakassar.html, diakses pada tanggal 24 Mei 2016, 
pkl. 21.56 WITA 
54 
 
 Dan memiliki batas-batas wilayah administratif dari letak Kota 
Makassar, antara lain: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara 
pulau-pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga 
menjadikan Kota Makassar dengan sebutan “angin mammiri” ini menjadi 
pusat pergerakan spasial dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun 
Utara ke Selatan Indonesia. Dengan posisi ini menyebabkan Kota 
Makassar memiliki daya tarik kuat bagi imigran dari daerah Sulawesi 
Selatan sendiri maupun daerah lain seperti provinsi yang ada di kawasan 
Timur Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan 
pekerjaan. 
Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, Kota Makassar 
tergolong salah satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu urutan kedua 
terbesar di luar pulau jawa setelah Kota Medan. Dengan memiliki wilayah 
seluas 199,26 𝐾𝑚2 dan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, kota ini 
berada diurutan keenam berpenduduk terbesar di Indonesia setelah 
Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Secara demografis, 
kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku 
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bangsa yang menetap di dalamnya, di antaranya yang signifikan 
jumlahnya adalah Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa.41 
Keberagaman suku yang ada dalam masyarakat akan 
menimbulkan dampak bagi berlangsungnya kehidupan sosial. Begitupun 
dengan kehidupan sosial masyarakat Kota Makassar dengan latar 
belakang keberagaman suku bangsa yang menetap di Kota Makassar dan 
kepadatan penduduk, memicu berbagai tindakan kriminalitas di 
masyarakat dari pencurian, perampokan, pembunuhan, pembegalan, dan 
tak terkecuali kekerasan seksual anak. Berdasarkan dari pemberitaan 
media-media lokal, kekerasan seksual pada anak di Kota Makassar marak 
terjadi dan bahkan mengalami peningkatan tiap tahunnya, ini karena 
pertumbuhan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan kesadaran akan 
pentingnya perlindungan terhadap anak. Maraknya kekerasan seksual 
pada anak menjadi gambaran betapa lemahnya jaminan keamanan bagi 
anak. 
Penegakan hukum sangat diperlukan untuk memberikan 
perlindungan dan jaminan keamanan bagi anak dari kekerasan seksual 
khususnya di Kota Makassar. 
 
 
 
                                                          
41Ibid.  
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B. Efektivitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak di Kota Makassar 
Untuk menjamin kehidupan seorang anak bisa berjalan dengan 
normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni UU No. 23 
Tahun 2002. Namun seiring berjalannya waktu pada kenyataannya 
undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif, maka 
UU No. 23 Tahun 2002 yang sudah berlaku kurang lebih 12 tahun 
akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan 
sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama 
kepada pelaku kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek 
jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali 
fisik, psikis, dan sosial anak.  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang 
mulai berlaku sejak Tanggal 18 Oktober 2014 mengalami beberapa 
perubahan dan penyempurnaan, diantaranya yang menjadi fokus 
penelitian penulis ialah, ketentuan Pasal 20 yang diubah dengan 
memberikan tanggungjawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, 
pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua/wali dalam hal 
penyelenggaraan perlindungan anak. 
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Pasal 20 
“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban 
dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”  
 
Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi : 
“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan 
Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan Perlindungan Anak”. 
 
Ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 yang diubah dengan 
dinaikkannya ketentuan pidana minimal dan maksimal bagi pelaku 
kekerasan seksual anak. 
Pasal 81 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” 
 
Pasal 82 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” 
 
 Ketentuan Pasal 81 dan 82 diubah sehingga berbunyi : 
Pasal 81 
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
 
Pasal 82 
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat  5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
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Serta adanya ketentuan baru yakni adanya hak atas restitusi bagi 
korban kekerasan seksual pada Pasal 71D. 
Pasal 71D 
“Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, berhak untuk 
mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi 
tanggung jawab pelaku kejahatan.” 
 
Beberapa waktu belakangan pemberitaan-pemberitaan mengenai 
kekerasan seksual anak yang masih marak terjadi bahkan tiap tahunnya 
meningkat, gencar diberitakan oleh media-media lokal di Makassar. Hal ini 
secara tidak langsung menggambarkan mengenai ketidakefektivan UU 
Perlindungan Anak di Kota Makassar. Untuk melihat tanggapan 
masyarakat mengenai apakah penerapan UU Perlindungan Anak di Kota 
Makassar telah efektif atau belum maka, penulis membagikan kuisioner ke 
50 responden dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1. 
Efektivitas UU Perlindungan Anak di Kota Makassar 
No. Jawaban Jumlah Responden 
1. Efektif, Alasan 10 
2. Tidak Efektif, Alasan 40 
Sumber : Hasil Kuisioner, diolah Tahun 2016 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari 50 responden, 10 
responden menjawab bahwa UU Perlindungan Anak saat ini telah efektif 
dengan alasan karena telah banyak pelaku kekerasan seksual yang telah 
diadili di pengadilan, sedangkan 40 responden menjawab tidak, dengan 
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alasan pada umumnya bahwa tindak kekerasan seksual anak pada 
kenyataannya saat ini masih banyak yang menimpa anak. 
Untuk mengetahui apakah perubahan UU Perlindungan Anak dapat 
menjawab persoalan perlindungan anak saat ini dan apakah dalam 
implementasinya UU Perlindungan Anak belum efektif maka dari itulah, 
penulis melakukan penelitian di beberapa instansi-instansi yang terkait 
yakni, Pengadilan Negeri Makassar,  Kapolrestabes Makassar, Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BPPA) Pemerintah Kota Makassar, 
dan LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Makassar. 
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa jumlah 
kasus kekerasan seksual pada anak di Tahun 2014 hingga April Tahun 
2016 ini adalah sebagai berikut : 
Tabel 2. 
Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Anak yang di laporkan, dari 
Beberapa Instansi 
 
No. Instasnsi 
Tahun 
Jumlah 
2014 2015 2016 (Januari- 
April) 
1. 
Pengadilan 
Negeri 
Makassar 
34 46 1 81 
2. Polrestabes 
Makassar 
129 103 8 240 
3. 
BPPA 
Pemerintah 
Kota Makassar 
33 50 1 84 
4. LBH APIK 
Makassar 
3 8 7 18 
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar, Polrestabes Makassar, BPPA  
Pemerintah Kota Makassar, LBH APIK Makassar, Tahun 
2016 
 
Dari data di atas dapat kita lihat perkembangan kasus kekerasan 
seksual anak. Data dari Pengadilan Negeri Makassar, pada Tahun 2014 
sebanyak 34 kasus kekerasan seksual anak, pada Tahun 2015 sebanyak 
46 kasus kekerasan seksual anak, hingga April 2016 sebanyak 1 kasus 
kekerasan seksual anak, data dari Kapolrestabes Makassar pada Tahun 
2014 sebanyak 129 kasus kekeresan seksual anak, pada Tahun 2015 
sebanyak 103 kasus kekerasan seksual anak, hingga April 2016 sebanyak 
8 kasus kekerasan seksual anak, data dari BPPA Makassar pada Tahun 
2014 sebanyak 33 kasus kekerasan seksual anak, pada Tahun 2015 
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sebanyak 50 kasus kekerasan seksual anak, hingga April  2016 sebanyak 
1 kasus kekerasan seksual anak, data dari LBH APIK Makassar pada 
Tahun 2014 sebanyak 3 kasus kekerasan seksual anak, pada Tahun 2015 
sebanyak 8 kasus kekerasan seksual anak, hingga April 2016 sebanyak 7 
kasus kekerasan seksual anak. 
Melihat nominal angka dari data di atas yang masih menyentuh 
angkah puluhan bahkan ratusan, menggambarkan payung hukum 
Indonesia masih kurang mampu untuk dapat mencegah dan melindungi 
anak dari kekerasan seksual khususnya di Kota Makassar, bahkan 
setelah adanya perubahan dan penyempurnaan UU Perlindungan Anak 
kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada pada tiap instansi dari 
data diatas mengalami peningkatan, terkecuali dari Polrestabes Makassar 
yang menunjukkan penurunan jumlah kasus kekeresan seksual anak di 
Tahun 2015, namun dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 
pihak Polrestabes Makassar, pihaknya sendiri tidak menampik bahwa 
kekerasan seksual anak yang terjadi di Kota Makassar sendiri sebenarnya 
banyak dan bahkan terus meningkat jika di lihat dari grafik peningkatan 5 
tahun terkahir.  
Perubahan pada Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengenai 
pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual mengalami 
perubahan dengan dinaikkannya ketentuan pidana minimal dan maksimal 
bagi pelaku kejahatan seksual. Tujuan pemberatan sanksi pidana dan 
denda yang diberikan bagi pelaku kekerasan seksual anak adalah untuk 
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memberikan efek jera dan meminimalisir kekerasan seksual anak, namun 
bagi masyarakat pada umumnya mengatakan hukuman tersebut masih 
dianggap ringan karena kasus kekerasan seksual di Kota Makassar Masih 
sering terjadi dan bahkan meningkat. Untuk itulah pemberatan sanksi bagi 
pelaku kekerasan seksual sebaiknya dipertimbangkan lagi oleh 
pemerintah mengenai sanksi yang tepat dan benar-benar memberikan 
efek jera bagi pelaku untuk menekan jumlah kekerasan seksual anak yang 
tiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun upaya secara represif yang 
dilakukan pemerintah melalui pemberian sanksi pidana yang berat bagi 
pelaku kejahatan seksual nyatanya tidak mencegah perbuatan para 
pelaku kejahatan seksual anak. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Rezki Yospiah dijelaskan 
bahwa 42  sampai saat ini faktor penyebab masih banyaknya kasus 
kekerasan seksual anak disebabkan karena kemajuan dan perkembangan 
suatu daerah, kemajuan informasi dan teknologi, dan juga kemajuan 
pertumbuhan masyarakat yang membuat masyarakat bebas untuk bebas 
berekspresi, bebas mengakses segala sesuatunya, yang memungkinkan 
pelaku melakukan tindakan-tindakan kekerasan. 
Perkembangan internet dan ponsel berteknologi canggih terkadang 
memberikan dampak yang negatif bila tidak digunakan dengan bijak 
misalnya, mengakses konten-konten pornografi yang semakin mudah 
diakses diponsel dengan internet, menonton film atau video pornografi, hal 
                                                          
42  Wawancara Bintara Bidang Hukum Polrestabes Makassar, Rezki Yospiah, 04 Mei 2016 
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tersebut dapat mendorong rangsangan seksual seseorang dan 
merupakan salah satu hal yang dapat memicu seseorang melakukan 
kekerasan seksual, karena mereka tidak dapat mengontrol hasratnya dan 
akan mencari pemuasan dan tidak menutup kemungkinan mereka akan 
melampiaskan hal tersebut ke orang terdekat mereka tidak terkecuali 
kepada anak-anak, seseorang yang telah kecanduan pornografi tidak bisa 
lagi mengontrol perilakunya, pornografi membuat cara berpikir seseorang 
menjadi penuh dengan seks semata, pikiran seks akan menguasai alam 
bawah sadar mereka. Tidak dapat dipungkiri perkembangan jaman dan 
teknologi yang begitu pesat mendorong timbulnya perilaku-perilaku negatif 
di dalam masyarakat, masyarakat yang tidak dapat menyikapi 
perkembangan zaman dengan bijak akan terjerumus ke dalam arus yang 
negatif yang tidak hanya dapat berdampak negatif bagi dirinya tetapi juga 
bagi orang lain. 
Menghadapi polemik kekerasan seksual anak di Makassar, 
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sebagai salah satu pihak yang 
berkewajiban memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual, 
menyiapkan berbagai program dengan melibatkan sejumlah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD), salah satunya melalui BPPA Pemkot 
Makassar. Adapun upaya yang dilakukan BPPA Pemkot Makassar yaitu 
melakukan upaya preventif melalui sosialisasi UU Perlindungan anak. 
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Dalam wawancara dengan Mada Seri Palemba, dijelaskan bahwa 43 
pihaknya telah melakukan sosialisasi ke sejumlah kecamatan sebagai 
upaya pencegahan kekerasan seksual dan untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat. 
Tabel 3. 
Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Oleh BPPA  
No. Tahun Jumlah Sosialisasi 
1. 2014 10 
2. 2015 5 
3. 2016 - 
Sumber : BPPA Pemkot Makassar, Tahun 2016 
Dari data diatas menunjukkan bahwa upaya preventif yang 
dilakukan oleh BPPA Pemkot Makassar belum optimal, ini dibuktikan 
dengan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan tergolong masih sedikit 
dan bahkan mengalami penurunan, pada Tahun 2014 sosialisasi dan 
penyuluhan yang dilakukan sebanyak 10 kali, pada Tahun 2015 
sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan sebanyak 5 kali, sedangkan 
pada tahun ini hingga akhir April Tahun 2016 sosialisasi dan penyuluhan 
belum dilaksanakan. Kurangnya pemberian sosialisasi dan penyuluhan ke 
masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman dan kepedulian 
masyarakat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. 
Perlindungan secara represif juga telah diberikan dalam UU 
Perlindungan Anak ini berupa pemberian hak atas restitusi yang bertujuan 
                                                          
43 Wawancara Mada Seri Palemba, S.Sos Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPPA Pemerintah 
Kota Makassar, 02 Mei 2016 
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untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik 
maupun psikis. Namun, menurut penuturan IG Eko Perwanto dijelaskan 
bahwa, 44  mengenai hak atas restitusi korban kekerasan seksual, di 
Pengadilan Negeri Makassar sendiri belum pernah ada pihak korban yang 
mengajukan tuntutan atas restitusi kepada pelaku kejahatan seksual. 
Namun jika ada korban yang mengajukan tuntutan atas restitusi, sebagai 
seorang hakim beliau akan melakukan penemuan hukum, dikarenakan 
Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan hak atas restitusi belum ada. 
Hak atas restitusi adalah hal baru dalam UU Perlindungan Anak, 
hak atas restitusi bagi korban kekerasan seksual memang tidak bisa 
menjadi jaminan untuk mengembalikan dan menggantikan “mahkota” dan 
masa depan korban yang telah rusak, namun dengan adanya hak atas 
restitusi bagi korban kiranya hak-hak sebagai korban dapat terpenuhi, 
mengingat kerugian yang dialami korban tidak hanya sebatas luka fisik, 
tetapi juga psikis dan sosial. 
Dari penjelasan di atas telah membuktikan bahwa perubahan dan 
penyempurnaan  UU Perlindungan Anak yang telah dilakukan demi untuk 
melindungi anak, nyatanya belumlah berjalan efektif. 
UU Perlindungan Anak memang diciptakan untuk mencegah 
perbuatan kejahatan seksual, tapi tidak mampu mencegah para pelakunya. 
Aturan yang ada seolah-olah hanya sebagai simbol, dan ancaman 
                                                          
44 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makassar IG Eko Purwanto S.H,.M.Hum, 04 Mei 2016 
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pidananya pun seolah-olah hanya suatu hal yang biasa, meskipun dengan 
kehadiran ancaman pidana yang lebih keras dari sebelumnya. 
Untuk itulah peran dari segala pihak baik itu negara, pemerintah, 
pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua/wali sebagai 
pihak yang paling dekat dengan anak dalam hal penyelenggaraan 
perlindungan anak sangatlah dibutuhkan untuk melindungi anak dari 
kekerasan seksual. 
 
C. Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mempengaruhi Dalam 
Penegakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak di Kota Makassar 
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan 
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dalam 
wawancara dengan Rosmiati Sain dijelaskan bahwa, 45  dalam tataran 
masyarakat anak berada pada lapisan terdalam sistem dan dilindungi oleh 
sistem yang berada di luarnya yakni, keluarga, masyarakat, pemerintah, 
bahkan hingga masyarakat internasional yang wajib untuk melindungi 
anak. 
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 
mencapai tujuan. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya UU 
Perlindungan Anak, maka yang harus diperhatikan adalah sejauhmana 
                                                          
45 Wawancara Ketua LBH APIK Rosmiati Sain, S.H, 28 April 2016 
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aturan hukum ini ditaati oleh masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat 
didalamnya serta pengetahuan akan kewajiban untuk memberikan hak-
hak anak. Namun berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, UU 
Perlindungan Anak sampai saat ini belumlah efektif, hal ini berdasarkan 
dari data yang menunjukkan perkembangan kasus kekerasan seksual 
pada anak yang meningkat tiap tahunnya dan upaya-upaya yang 
dilakukan belum berjalan optimal. 
Oleh karena itu, penulis meneliti faktor-faktor yang menghambat 
dan mempengharuhi penegakan UU Perlindungan Anak terkait dengan 
kasus kekerasan seksual pada anak. Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi penegakan UU Perlindungan Anak, penulis akan 
mengaitkannya dengan teori yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto 
tentang faktor yang mempengaruhi penegakan atau keefektivan hukum, 
yaitu: faktor hukum atau undang-undang, faktor aparat  penegak hukum, 
faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.  
Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah 
penulis lakukan, yaitu sebagai berikut: 
1. Faktor Hukum atau Undang-Undang 
Dalam berlakunya suatu aturan atau perundang-undangan, 
terdapat asas yang tujuannya adalah agar supaya peraturan tersebut 
mempunyai dampak yang positif agar mencapai tujuannya sehingga 
dapat menjadi efektif. 
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Salah satu persoalan yang sering timbul di dalam sebuah peraturan 
adalah kaidah atau maksud ancaman pidana dari peraturan itu sendiri. 
Terkait dengan ketentuan sanksi pidana yang ditetapkan untuk 
memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak 
yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 81 yang memuat 
ketentuan pidana minimal 5 Tahun dan Maksimal 15 Tahun, dan dan 
denda maksimal Rp. 5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah). 
Untuk mengetahui apakah ketentuan pidana yang diberikan 
terhadap pelaku apakah sudah memberikan efek jera maka, penulis 
melakukan penelitian dengan membagikan kuisioner kepada 
responden dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4. 
 Sanksi Pidana Minimal 5 Tahun maksimal 15 Tahun dan Denda 
Maksimal 
Rp. 5,000,000,000,00, Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Sudah 
Berat? 
 
No. Jawaban Jumlah Responden 
1. Ya, Alasan 11 
2. Tidak, Alasan.... 39 
Sumber : Hasil Kuisioner, diolah Tahun 2016 
Dari hasil kuisioner diatas, dapat dilihat jawaban dari 50 responden 
tentang berat atau tidaknya sanksi pidana dan denda bagi pelaku 
kejahatan seksual anak, sebanyak 11 responden menjawab sanksi 
yang diberikan sudah berat, dan sebanyak 39 responden menjawab 
tidak setuju dengan sanksi tersebut dengan berbagai alasan, namun 
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alasan yang paling banyak yang diberikan oleh responden yaitu 
mengharapkan hukuman yang lebih berat dan setimpal dengan 
perbuatan pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi apa yang telah 
dialami korban, karena kekerasan seksual sendiri memiliki dampak 
yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun 
jangka panjang. 
Sebagian responden juga beranggapan bahwa karena sanksi 
pidana yang tidak berat bagi pelaku sehingga tidak memberikan rasa 
takut dan memberikan efek jera untuk seseorang melakukan 
kekerasan seksual pada anak dan bahkan mengulangi perbuatannya. 
Nominal maksimal denda yang diberikan juga di rasa sangat besar 
bagi pelaku dan nyatanya didalam praktek hakim selalu memutus jauh 
di bawah hukaman maksimal, dalam wawancara dengan I.G Eko 
Perwanto dijelaskan bahwa, 46  dalam prakteknya sanksi pidana 
maksimal 15 tahun sangat jarang ia berikan dan denda maksimal Rp. 
5,000,000,000,00. (lima miliar rupiah) bagi pelaku kejahatan seksual 
belum pernah ia berikan pada pelaku, karena dalam memberikan 
vonis, hakim harus memerhatikan motif pelaku, tujuan pelaku 
melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan 
motif korban, dan kebanyakan yang menjadi pelaku kekerasan 
seksual dari kalangan tidak mampu, jadi untuk memberikan denda 
yang sangat besar adalah suatu hal yang percuma. 
                                                          
46 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makassar IG Eko Perwanto S.H,.M.Hum, 04 Mei 2016 
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Permasalahan yang juga terjadi dalam hal memberikan efek jera 
bagi pelaku kekerasan seksual ialah kini yang menjadi pelaku 
kekerasan seksual bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak. 
Dalam UU Perlindungan Anak yang dimaksud sebagai anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan 
melihat perkembangan tumbuh kembang anak di jaman sekarang ini 
yang telah cepat dewasa baik dari kematangan jasmani maupun 
rohani, menurut pengamatan penulis penetapan batas usia dalam UU 
Perlindungan Anak tidak lagi relevan dengan keadaan sekarang, 
perbuatan yang mereka lakukan tidak lagi dapat digolongkan sebagai 
suatu kenakalan melainkan perbuatan yang mereka lakukan itu 
adalah kejahatan. Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan 
cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial 
yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat 
berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Adanya kecenderungan 
penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh anak sebagai pelaku kekerasan seksual tentunya 
sangat memprihatinkan, kondisi ini mengindikasikan kurangnya 
pendidikan seks bagi anak, sehingga mereka tidak bisa membedakan 
mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan terkait dengan organ 
reproduksi mereka. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari 
Pengadilan Negeri Makassar pada Tahun 2015 terdapat 6 kasus 
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kekerasan seksual dan yang menjadi pelakunya adalah anak. Anak 
yang menjadi pelaku kekerasan seksual tidak dapat dikenakan UU 
Perlindungan Anak tetapi dikenakan Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak yang ketentuan pidananya tentu saja berbeda 
dari ketentuan pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Jadi, 
tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, tidak tersentuh bagi 
anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual. 
Terkait permasalahan diatas, sebaiknya ada perbaikan substansi 
mengenai batasan usia seseorang dapat di katakan sebagai seorang 
anak dan ketentuan pidana  bagi pelaku kekerasan seksual, agar lebih 
tegas, tepat dan memberikan efek jera. 
2. Faktor Penegak Hukum 
Dalam hal ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga 
aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan 
dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan 
mempunyai mental yang baik. 
Dari hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan di 
beberapa instansi, aparat penegak hukum dalam menegakkan UU 
Perlindungan Anak beberapa diantaranya masih memiliki pemahaman 
yang kurang terhadap UU Perlindungan Anak ada kesan bahwa 
oknum tersebut hanya menginginkan jabatannya tetapi tidak dengan 
tugasnya. Kenyataan yang juga penulis temukan di lapangan adalah 
aparat penegak hukum sendiri tidak mengetahui dengan baik 
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perubahan dan penyempurnaan substansi pada UU Perlindungan 
Anak. 
Di beberapa instansi yang menjadi tempat penulis melakukan 
penelitian juga, masih terdapat aparat yang sama sekali tidak 
mengetahui mengenai fungsi dar instansinya. Hal ini dapat 
menghambat pelaksanaan fungsi instansi tersebut karena aparat yang 
tidak berkompeten. 
Aparat penegak hukum harusnya tahu dan paham betul mengenai 
fungsi dan kinerjanya, serta mengoptimalkan instrumen hukum yang 
telah ada, pentingnya aparat yang handal dan berkompeten 
dibidangnya sangatlah berpengaruh dalam penegakan UU 
Perlindungan Anak dan memberikan perlindungan terhadap korban. 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi 
aparat pelaksanaan didalam melakukan tugasnya. Sarana dan 
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang 
digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. 
sehubungan dengan sarana dan prasaran yang dikatakan dengan 
istilah fasilitas ini Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas 
elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut 
harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan 
kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi 
kerjanya. 
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Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sulitnya penegakan UU 
Perlindungan Anak karena terkendala sarana dan prasarana, seperti 
dalam hal restitusi, di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 71 D ayat 2 
dikatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah”. Aturan restitusi ini belumlah dapat berjalan optimal di 
karenakan belum adanya peraturan pemerintah mengenai restitusi. 
Dalam Berita Satu 47 rancangan Peraturan Pemerintah masih dalam 
tahap tengah digodok Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (PPPA). 
Untuk menjadi instrumen hukum yang kuat dalam perlindungan 
anak, peraturan pemerintah mengenai restitusi sebaiknya segera 
dikeluarkan agar dapat segera diimplementasikan. 
4. Faktor Masyarakat 
Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, 
UU Perlindungan Anak juga memberikan amanah, tanggung jawab 
dan kewajiban kepada masyarakat. Peran masyarakat dalam upaya 
perlindungan anak diatur dalam Pasal 72 ayat (3) UU Perlindungan 
Anak dan dibagi dalam delapan poin kegiatan. Sehingga masyarakat 
diharapkan melakukan kegiatan peran serta dengan melibatkan 
organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak untuk 
turun langsung kelapangan melakukan pencegahan dengan cara 
                                                          
47http://m.beritasatu.com/nasional/348779-rpp-restitusi-bagi-anak-korban-kejahatan-tengah-
digodok.html, Edisi Jumat 12 Februari 2016, diakses pada tanggal 06 April 2016,pkl. 14.22 WITA 
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melakukan edukasi dalam hal perlindungan anak, sehingga kasus-
kasus kekerasan seksual anak yang akhir-akhir ini marak diberitakan 
dapat diminimalisir. 
Namun dalam praktek berlakunya UU Perlindungan Anak, tidak 
banyak masyarakat yang mengetahui tentang hak-hak anak apalagi 
mengetahui isi UU Perlindungan anak bahkan dengan sosialisasi yang 
di lakukan seolah-olah hanya dianggap sebagai angin lalu. Dari hasil 
penelitian yang penulis lakukan kesadaran masyarakat akan UU 
Perlindungan Anak sangatlah minim. 
Tabel 5. 
Mengetahui Kewajiban untuk Melindungi Anak dari Kekerasan 
Seksual 
 
No. Jawaban Jumlah Responden 
1. Ya, Alasan 50 
2. Tidak, Alasan 0 
Sumber : Hasil Kuisioner, diolah Tahun 2016 
Dari tabel di atas dapat dilihat dari 50 responden, 50 responden 
mengetahui kewajiban mereka untuk melindungi anak dari kekerasan 
seksual dengan alasan pada umumnya karena kekerasan seksual 
adalah hal yang tidak bermoral dan dapat merusak anak yang 
merupakan generasi penerus bangsa demi masa depan yang lebih 
baik. 
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Tabel 6. 
Apakah Pernah Mengikuti Sosialisasi ataupun Kegiatan 
Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak 
 
No. Jawaban Jumlah Responden 
1. Ya, Alasan 12 
2. Tidak, Alasan 38 
Sumber : Hasil Kuisioner, diolah Tahun 2016 
Untuk melihat apakah dengan menyadari kewajiban untuk 
melindungi anak dari kekerasan seksual berbanding lurus dengan aksi 
nyata masyarakat untuk turut serta melindungi anak dari kekerasan 
seksual, maka penulis juga menanyakan apakah responden pernah 
mengikuti sosialisasi ataupun kegiatan pencegahan kekerasan 
seksual terhadap anak dan dari 50 responden, 12 responden 
menjawab pernah dengan alasan, karena dilingkungannya pernah 
diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dan menganggap 
kegiatan itu penting untuk dapat melindungi anak dari kekerasan 
seksual, sedangkan 38 responden menjawab tidak pernah, dengan 
alasan terbanyak yaitu karena tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan-
kegiatan sosialisasi dan memang tidak pernah ada kegiatan 
sosialisasi dan penyuluhan kekerasan seksual dilingkungan tempat 
tinggalnya yang di sampaikan kepada mereka. 
Dari hasil kuisioner diatas dapat dilihat bahwa kesadaran 
masyarakat akan kewajiban mereka untuk melindungi anak dari 
kekerasan seksual sangat tinggi namun hal ini berbanding terbalik 
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dengan aksi nyata masyarakat untuk melindungi anak yang masih 
sangat minim.  
5. Faktor Budaya Hukum 
Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan 
soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 
mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, 
yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya 
bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka 
berhuibungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan 
adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan 
peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.  
Dalam kaitannya dengan penegakan UU Perlindungan Anak di 
Kota Makassar, adalah kultur budaya masyarakat makassar yang 
menjunjung tinggi budaya “ siri’ ”. Budaya siri’ masih sangatlah kental 
di anut oleh masyarakat makassar, menurut penuturan Rezki Yospiah 
dijelaskan bahwa, 48 yang selama ini menjadi kendala bagi pihak 
kepolisian untuk memberikan perlindungan korban yaitu, karena 
masyarakat banyak yang enggan untuk melaporkan kekerasan sekual 
yang terjadi pada anaknya karena menganggap hal itu sebagai aib 
keluarga, karena takut dan malu jika tidak ada lagi yang mau dengan 
anaknya tersebut dan karena menyangkut nama baik keluarga. Jadi 
                                                          
48 Wawancara Bintara Bidang Hukum Polrestabes Makassar Rezki Yospiah, 04 Mei 2016 
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masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan hal tersebut 
karena siri’. 
Tabel 7. 
Apabila Anak Anda Menjadi Korban Kekerasan Seksual akan 
Melaporkannya ke Pihak yang Berwajib atau akan 
Menyelesaikannya Secara Damai karena Mengganggap Hal 
tersebut Sebagai Aib? 
 
No. Jawaban Jumlah 
1. Melapor, Alasan 21 
2. Damai, Alasan 29 
Sumber : Hasil Kuisioner, diolah Tahun 2016 
Dari kuisioner diatas dapat dilihat dari 50 responden, 21 responden 
menjawab akan melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke 
pihak yang berwajib, dengan alasan pada umumnya karena untuk 
mendapatkan keadilan dan agar pelaku mendapatkan hukuman atas 
perbuatannya, sedangkan 29 responden menjawab akan 
menyelesaikannya secara damai, dengan alasan pada umumnya 
karena malu jika perkara tersebut diketahui oleh orang banyak. 
Hasil kuisioner tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan 
seksual anak yang terjadi lebih sedikit yang dilaporkan dari kejadian 
yang sesungguhnya, hal ini menjadi penghambat dalam memberikan 
perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan sulit 
untuk mengidentivikasi jumlah sesungguhnya kekerasan seksual yang 
terjadi di Kota Makassar. 
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Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu orangtua 
yang anaknya pernah menjadi korban kekerasan seksual yakni 
Rosmini, beliau menjelaskan keengganannya untuk melaporkan 
kekerasan seksual yang pernah terjadi pada anaknya Aera yg saat itu 
berusia 5 tahun, ke pihak yang berwajib49 karena pelaku sendiri masih 
keluarga dekat korban yang tidak lain adalah paman korban, Rosmini 
merasa malu jika masalah tersebut sampai tersebar dan diketahui 
oleh orang banyak, khususnya dengan tetangga di lingkungan tempat 
tinggalnya, karena beliau takut anak dan keluarganya akan dicibir dan 
di perolok. Untuk menyelasaikan masalah tersebut Rosmini 
menyelesaikannya secara damai, dan menyuruh paman korban untuk 
keluar dari rumahnya karena paman korban memang tinggal satu atap 
dengan keluarga korban.  
Kenyataan bahwa kultur budaya siri’ masyarakat makassar turut 
mempengaruhi penegekan UU Perlindungan Anak membuat 
masyarakat sulit memahami apa yang dikehendaki hukum, karena 
nilai-nilai yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat makassar. 
Perananan aparat penegak hukum untuk membina kesadaran 
masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum sangat 
berperan penting, dengan cara menanamkan nilai-nilai baru untuk 
membentuk kesadaran hukum masyarakat 
                                                          
49Wawancara Rosmini , 12 Mei 2016 
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Dari yang penulis telah amati dilapangan, kekerasan seksual yang 
dilakukan seseorang menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan 
orientasi, kini di dalam masyarakat sebagian dari mereka telah 
kehilangan nilai-nilai moral, tidak lagi mempunyai rasa 
perikemanusiaan, mereka seolah telah kehilangan rasa kepedulian 
sosial, hal ini membuat mereka kehilangan akal dan naluri 
manusianya, hingga membuat seseorang tega melakukan kekerasan 
seksual terhadap anak. 
Nilai moral merupakan sistem nilai utama antara nilai-nilai yang ada 
di dalam diri manusia. Nilai moral ini adalah nilai yang menjadikan 
manusia berharga, baik, dan bermutu sebagai manusia. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak di Kota Makassar berdasarkan 
hasil analisis yang penulis lakukan, belumlah efektif dalam 
mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Ini dikarenakan 
masih meningkatnya kasus kekerasan seksual bahkan setelah 
dilakukakannya perubahan dan penyempurnaan pada UU 
Perlindungan Anak khususnya dalam kekerasan seksual. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan UU 
Perlindungan Anak terhadap korban kekerasan seksual 
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor hukum atau 
undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan 
prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya, kelima 
faktor ini saling berkaitan dalam hal penegakan UU 
Perlindungan Anak, namun bagi penulis faktor penegak 
hukum sangatlah berpengaruh karena undang-undang sendiri 
dibuat oleh penegak hukum, penerapannya juga dilaksanakan 
oleh penegak hukum, dan penegak hukum sendiri menjadi 
panutan bagi masyarakat luas.  
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B. Saran  
Dari analisis yang penulis lakukan  dan temuan-temuan yang 
penulis temui di lapangan, kenyataan bahwa kekerasan seksual 
terus saja menimpa anak-anak di Kota Makassar, maka saran dari 
penulis yakni: 
1. Ada perbaikan mengenai batas usia seseorang di katakan 
sebagai anak dan ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan 
seksual untuk lebih memberikan efek jera, juga memberikan 
rasa keadilan bagi korban, juga pembenahan dari segi 
penerapannya yaitu kualitas maupun kuantitas para aparat 
penegak hukum. 
2. Memberika pendidikan seksual sejak dini bagi anak dan 
Melihat akibat bagi anak korban kekerasan seksual yang 
merusak mental anak, maka diperlukan juga perlindungan 
berupa penyatuan kembali dengan masyarakat guna 
membantu anak melalui proses pemulihan dengan baik. 
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